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Abstract
Currently, the policy made by the government will always support the political 
interests of the government itself, regardless of the interests of the community. A 
good policy is a policy that can respond and meet the interests, aspirations and 
social needs of the community so that all aspects must work together. In addition, 
government policy is expected to prevent violations of the law, because efforts to 
prevent violations of the law is better than crack or Hank dropped punishment to 
the offender. By building a national integrity system in government institutions 
is very useful for the fight against corruption in various forms at various levels. 
Attorney as law enforcement also plays a role in combating corruption should 
respond actively so that the desires of society so that the level of corruption in 
Indonesia decreased can be realized. Criminal punishment to the perpetrators 
of corruption is a form of repressive law enforcement response, the law does 
not consider the interests of those who governed / regulated by these laws. This 
study uses the method of normative legal research, which aims to identify and 
understand more deeply about the role of the Prosecutor in preventing corruption 
as well as people’s expectations and understanding of the policies applied to the 
Prosecutor to support the government in preventing corruption.

Keywords: Aplication of the Law, Prosecutor, Law Enforcement.

Abstrak
Saat �n�, keb�jakan yang d�buat pemer�ntah akan selalu mendukung kepent�ngan 
pol�t�k pemer�ntah �tu send�r�, terlepas dar� kepent�ngan masyarakat. Keb�jakan 
yang ba�k adalah keb�jakan yang dapat merespon dan memenuh� kepent�ngan, 
asp�ras� dan kebutuhan sos�al masyarakat seh�ngga segala aspek harus bekerja 
sama secara bers�nerg�. Sela�n �tu, keb�jakan pemer�ntah d�harapkan mampu 
mencegah terjad�nya pelanggaran hukum, karena upaya pencegahan terjad�nya 
pelanggaran hukum leb�h ba�k dar� pada men�ndak atau mejatuhkan hukuman 
bag� s� pelanggar. Dengan membangun s�stem �ntegr�tas nas�onal pada lembaga-
lembaga pemer�ntahan sangat berguna untuk upaya melawan korups� dalam 
berbaga� bentuk d� berbaga� t�ngkatan. Jaksa selaku penegak hukum yang juga 
berperan dalam memberantas t�ndak p�dana korups� haruslah merespon secara 
akt�f seh�ngga ke�ng�nan masyarakat supaya t�ngkat korups� d� Indones�a 
menurun dapat terwujud. Penjatuhan p�dana kepada pelaku-pelaku korups� 
merupakan salah satu bentuk respon penegakan hukum secara repres�f, ya�tu 
hukum yang t�dak memperhat�kan kepent�ngan orang-orang yang d�per�ntah/
d�atur oleh hukum tersebut. Penel�t�an �n� menggunakan metoda penel�t�an 
1  Jaksa Fungs�onal pada Kejaksaan Neger� Denpasar, Bal�. Ema�l : darmawan.tude@gma�l.com
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hukum normat�f, yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami 
leb�h mendalam tentang peran Kejaksaan dalam mencegah terjad�nya korups� 
sebaga�mana harapan masyarakat dan memaham� tentang keb�jakan-keb�jakan 
yang d�terapkan Kejaksaan untuk mendukung pemer�ntah dalam mencegah 
korups�. 

Kata kunc�: Penerapan Hukum, Kejaksaan, Penegakan Hukum.

I.  PENDAHULUAN
Perkembangan penegakan 

hukum yang semak�n kompleks 
se�r�ng dan sejalan dengan ke�ng�nan 
masyarakat yang berharap hukum 
dapat d�tegakkan dengan ad�l. 
Penegakan hukum t�dak hanya sebatas 
menjatuhkan p�dana kepada pelaku 
t�ndak p�dana namun penegakan 
hukum juga dapat d�t�njau dar� s�s� 
pencegahan untuk dapat mencegah 
terjad�nya suatu t�ndak p�dana. Konsep 
pem�danaan se�r�ng dengan waktu 
semak�n berkembang meng�kut� 
perkembangan masyarakatnya. 
Menurut Prof. Harkr�stut� Harkr�snowo 
bahwa pem�k�ran yang berkembang 
mengena� teor� pem�danaan d�mula� 
oleh al�ran retributif  yang menekankan 
pada pent�ngnya p�dana sebaga� 
rational reaction pada kejahatan, 
tanpa perlu mengura� tujuannya leb�h 
lanjut.  Kemud�an muncul pem�k�ran 
deterrence, yang menekankan p�dana 
sebaga� upaya untuk mencegah 
terjad�nya kembal� (recurrence) 
kejahatan, ba�k yang bers�fat khusus 
(bag� pelaku) maupun umum (bag� 
masyarakat), selanjutnya, mem�njam 
konsep dun�a med�s, al�ran rehabilitatif 
memandang p�dana sebaga� ‘obat’ bag� 
‘orang yang sak�t’ (pelaku kejahatan) 
dengan memperba�k� dan melakukan 

resos�al�sas�.2 
Seluruh konsep pem�danaan 

tersebut d�atas adalah upaya penegakan 
hukum setelah terjad�nya t�ndak 
p�dana. D� s�s� la�n, upaya penegakan 
hukum t�dak hanya dapat d�lakukan 
setelah t�ndak p�dana terjad� akan 
tetap� dapat d�lakukan sebelum t�ndak 
p�dana tersebut terjad�. Sejalan dengan 
pandangan d� b�dang kesehatan 
”leb�h ba�k mencegah penyak�t 
dar�pada mengobat�nya”, dem�k�an 
juga halnya dalam penanganan kasus 
korups� d�mana leb�h ba�k mencegah 
t�mbulnya perbuatan korups� dar�pada 
men�ndaknya.3 Dengan adanya upaya 
pencegahan/prevent�f maka menurut 
penul�s akan mengurang� kesempatan 
untuk melakukan pelanggaran, yang 
ber�mbas dapat menekan sem�n�mal 
mungk�n terjad�nya t�ndak p�dana 
korups�.

2  Harkr�stut� Harkr�snowo, “Rekonstruks� 
Konsep Pem�danaan : Suatu Gugatan 
Terhadap Proses Leg�slas� dan 
Pem�danaan d� Indones�a,” Oras� Pada 
Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap 
dalam Ilmu Hukum P�dana Fakultas 
Hukum Un�vers�tas Indones�a d� Bala� 
S�dang Un�vers�tas Indones�a, Depok, 08 
Maret 2003, hlm. 11

3  Monang S�ahaan, 2013, Korupsi Penyakit 
Sosial Yang Mematikan, Cetakan Pertama, 
PT. Elex Med�a Komput�ndo Kelompok 
Gramed�a, Jakarta, hlm. 318. 
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Dalam usaha memberantas 
korups� seba�knya d�tempuh dua jalur, 
ya�tu jalur prevent�f dan jalur repres�f.4 
Dalam t�ndak p�dana korups� upaya 
prevent�f /pencegahan dewasa �n� 
sangat sed�k�t d� l�r�k oleh masyarakat 
(umumnya med�a masa) karena yang 
selama �n� d�l�hat adalah upaya repres�f/ 
pen�ndakan / penerapan sanks� p�dana 
terhadap pelaku t�ndak p�dana korups�. 
Upaya prevent�f/pencegahan seakan-
akan merupakan s�s� yang t�dak 
pent�ng, d�mana sebenarnya upaya 
prevent�f/pencegahan adalah upaya 
awal untuk mencegah terjad�nya 
t�ndak p�dana korups�. Upaya awal �n� 
t�dak hanya dalam bentuk penerangan 
atau penyuluhan hukum tentang 
pemberantasan t�ndak p�dana korups� 
semata, mela�nkan sebuah upaya 
prevent�f/pencegahan dengan cara 
masuk kedalam s�stem pengelolaan 
keuangan negara dalam hal �n� APBN/
APBD. Terka�t pengelolaan APBN/
APBD contoh yang pal�ng sederhana 
ya�tu terka�t pelaksanaan pengadaan 
barang atau jasa pemer�ntah guna 
mendukung pembangunan d� set�ap 
sektor.

Kejaksaan yang merupakan 
salah satu Lembaga yang bertugas 
menegakkan  hukum, harus b�sa 
memaham� hukum yang semak�n 
berkembang meng�kut� perkembangan 
masyarakat. Untuk merespon hal 
tersebut Kejaksaan harus mampu 
mempos�s�kan d�r�, serta mampu 
mengamb�l sebuah keb�jakan yang 
4 And� Hamzah, 1984, Korupsi di Indonesia 

Masalah dan Pemecahannya, PT. 
Gramed�a, Jakarta, hlm. 146.

bers�fat respons�f guna mendukung 
upaya prevent�f/pencegahan terjad�nya 
t�ndak p�dana korups�. 

Berangkat dar� latar belakang 
d� atas, dalam penel�t�an �n� dapat 
d�tentukan rumusan masalah sebaga� 
ber�kut:
1. Baga�manakah Kejaksaan secara 

profes�onal dapat berperan 
akt�f mencegah terjad�nya 
korups� sebaga�mana harapan 
masyarakat?

2. Keb�jakan apakah yang telah 
d�terapkan Kejaksaan untuk 
mendukung pemer�ntah dalam 
mencegah korups�?
Penel�t�an  �n� merupakan karya 

�lm�ah asl� yang belum pernah d�tel�t� 
sebelumnya. Adapun karya �lm�ah 
yang terka�t dengan karya �lm�ah 
Penul�s tentang Penerapan Hukum 
Respons�f Menjad�kan Kejaksaan 
Yang Profes�onal Dalam Penegakan 
Hukum ya�tu karya �lm�ah dar� 
Putu Indrawan Ar�ad�, tahun 2015 
dengan judul Kewenangan Kom�s� 
Kejaksaan Terhadap Tugasnya Untuk 
Melakukan Pengawasan Khususnya 
Kepada Kewenangan Penuntut 
Umum yang rumusan masalahnya 
adalah; 1. Baga�manakah s�stem kerja 
kom�s� kejaksaan untuk melakukan 
pengawasan terhadap penuntut 
umum?; 2. Kendala apa sajakah yang 
d�dapat kom�s� kejaksaan terhadap 
fungs�nya melakukan pengawasan 
terhadap penuntut umum?5. Karya 
5 Indrawan Ar�ad�, Putu. KEWENANGAN 

KOMISI KEJAKSAAN TERHADAP 
TUGASNYA UNTUK MELAKUKAN 
PENGAWASAN KHUSUSNYA 
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�lm�ah la�nnya yang terka�t ya�tu I Putu 
Carlos Dolesg�t tahun 2013 dengan 
judul Tugas Dan Kewenangan Polresta 
Denpasar Dalam Penegakan Hukum 
Dan Penanggulangan Pelanggaran 
Karya C�pta Lagu D� Kota Denpasar 
yang rumusan masalahnya adalah; 1. 
Baga�manakah mekan�sme Polresta 
Denpasar dalam menanggulang� 
pelanggaran hak c�pta lagu d� Kota 
Denpasar?; 2. Faktor apa yang 
mempengaruh� Polresta Denpasar 
dalam menanggulang� pelanggaran 
hak c�pta lagu d� Kota Denpasar?6. 
Jelas nampak perbedaan dar� karya 
�lm�ah tersebut dengan karya �lm�ah 
yang d�buat oleh Penul�s. Adapun 
keunggulan karya �lm�ah �n� dar� karya 
�lm�ah la�nnya ya�tu membahas leb�h 
khusus mengena� peran dan keb�jakan-
keb�jakan yang d�terapkan Kejaksaan 
dalam mencegah terjad�nya korups� 
sebaga�mana harapan masyarakat.

KEPADA KEWENANGAN PENUNTUT 
UMUM. Jurnal Magister Hukum 
Udayana (Udayana Master Law Journal), 
vol. 4 no. 4 ed�s� desember 2015. <https://
ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu/art�cle/
v�ew/18741> Date accessed: 10 Pebruar� 
2017. do�:<https://do�.org/10.24843/
JMHU.2015.v04.�04.p03.

6 Dolesg�t, I Putu Carlos. TUGAS 
DAN KEWENANGAN POLRESTA 
DENPASAR DALAM PENEGAKAN 
HUKUM DAN PENANGGULANGAN 
PELANGGARAN KARYA CIPTA 
LAGU DI KOTA DENPASAR. Jurnal 
Magister Hukum Udayana (Udayana 
Master Law Journal), vol. 2 no. 2 ed�s� 
jul� 2013. <https://ojs.unud.ac.�d/�ndex.
php/jmhu/art�cle/v�ew/5932>.D�akses 
tanggal 10 pebruar� 2017. do�: <https://
do�.org/10.24843/JMHU.2013.v02.�02.
p01.

Tujuan dar� penel�t�an �n� 
adalah untuk mengetahu� leb�h 
mendalam tentang peran Kejaksaan 
dalam mencegah terjad�nya korups� 
sebaga�mana harapan masyarakat 
dan memaham� tentang keb�jakan-
keb�jakan yang d�terapkan Kejaksaan 
untuk mendukung pemer�ntah dalam 
mencegah korups�. 

II.  METODE PENELITIAN
Penel�t�an hukum merupakan 

segala akt�v�tas seseorang untuk 
menjawab permasalahan hukum 
yang bers�fat akadem�k dan prakt�s, 
ba�k yang bers�fat asas-asas hukum, 
norma-norma hukum yang h�dup 
dan berkembang dalam masyarakat 
yang berkenaan dengan kenyataan 
hukum dan masyarakat7. Penul�san 
karya �lm�ah �n� menggunakan jen�s 
penel�t�an hukum normat�f. Menurut 
pandangan Abdulkad�r Muhammad 
dalam bukunya yang berjudul “Hukum 
dan Penel�t�an Hukum”, menyatakan 
bahwa8:
 “Penel�t�an hukum normat�f 

adalah penel�t�an hukum yang 
mengkaj� hukum tertul�s dar� 
berbaga� aspek ya�tu aspek teor�, 
sejarah, f�losof�, perband�ngan, 
struktur dan kompos�s�, 
l�ngkup dan mater� kons�stens�, 
penjelasan umum dan pasal dem� 
pasal, formal�tas dan kekuatan 
meng�kat suatu undang-undang, 
serta bahasa hukum yang 
d�pergunakan”.

7 Za�nudd�n Al�, 2009, Metode Penelitian 
Hukum, S�nar Graf�ka, Jakarta, hlm.19 

 Abdulkad�r Muhammad, 2004, Hukum dan 
Penelitian Hukum, PT C�tra Ad�tya Bakt�, 
Bandung, hlm. 101
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Penel�t�an hukum normat�f 
d�lakukan dengan cara menel�t� 
bahan hukum yang d�peroleh dar� 
bahan hukum pr�mer, bahan hukum 
sekunder dan bahan hukum ters�er, 
serta dalam penel�t�an hukum �n� 
mempergunakan pendekatan dalam 
memecahkan masalah, ya�tu dengan 
menggunakan pendekatan perundang-
undangan (the statute approach) yang 
berhubungan dengan masalah yang 
d�bahas9. Metode yang d�gunakan 
dalam melakukan penel�t�an �n� adalah 
metode pendekatan yur�d�s normat�f 
yang men�t�k beratkan pada penel�t�an 
bahan pustaka atau data sekunder 
belaka yang men�t�k beratkan pada 
bahan–bahan kepustakaan,10 seh�ngga 
dapat member�kan gambaran 
mengena� fakta d�serta� dengan anal�s�s 
dalam penerapan Hukum Respons�f 
oleh Penegak Hukum khususnya 
Kejaksaan.

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1   Peran Aktif Kejaksaan Dalam 

Mencegah Korupsi
Pemahaman tentang 

pemberantasan korups� hanya sebatas 
penjatuhan p�dana tentu merupakan 
pem�k�ran yang t�dak bers�fat Progres�f. 
Sebaga�mana pendapat Yud� Kr�stan�a 
yang mengut�p dar� gagasan Satj�pto 
Rahardjo tentang “Ident�f�kas� Hukum 

9  Peter Mahmud Marzuk�, 2011, Penelitian 
Hukum, Kencana Prenada Med�a Group, 
Jakarta, hlm. 93

10 Soerjono Soekanto dan Sr� Mamudj�, 
2004, Penelitian Hukum Normatif Suatu 
Tinjauan Singkat, Cetakan kedelapan, 
PT. RajaGraf�ndo Persada, Jakarta, hlm. 
13-14.

Progres�f” menyebutkan salah satu 
karakter hukum progres�f adalah secara 
sadar menempatkan kehad�rannya 
dalam hubungan erat dengan manus�a 
dan masyarakat, mem�njam �st�lah 
Nonet & Selzn�ck bert�pe Responsif.11 
Secara h�stor�s teor� hukum respons�f 
merupakan tujuan utama penganut 
real�sm hukum (legal realism) dan 
Sociological Jurisprudence.12 Teor� 
hukum �n� meng�ng�nkan hukum leb�h 
respons�f terhadap kebutuhan sos�al 
masyarakat seh�ngga segala aspek 
harus bekerja sama secara bers�nerg�. 

Terka�t dengan pemberantasan 
korups� d� Indones�a, perlu s�nerg�s�tas 
dar� set�ap �nstans�-�nstans� pemer�ntah 
yang terka�t dengan pengelolaan 
keuangan Negara, guna tercapa�nya 
tujuan pembangunan.  Kejaksaan 
send�r� d�pandang belum maks�mal 
dalam menangan� t�ndak p�dana korups� 
yang d�sebabkan oleh beberapa faktor 
d�mana salah satunya adalah hubungan 
lembaga ba�k secara �nternal maupun 
eksternal yang belum terkoord�nas� 
dengan ba�k.13

11 Al�yth Prakarsa, 2010, Re-Reformasi 
Kejaksaan Sebagai Upaya Pengembalian 
Kepercayaan Masyarakat Yang 
Mendambakan Penegakan Hukum, dalam 
Kom�s� Hukum Nas�onal, “Probematika 
Penegakan Hukum Kajian Reformasi 
Lembaga Penegakan Hukum”, Cetakan 
Pertama, KHN RI, Jakarta, hlm. 88-89.

12 Ph�l�ppe Nonet and Ph�l�p Selzn�ck 
d�terjemahkan oleh Huma, 2003, Law and 
Society in Transision: Toward Responsif Law, 
Jakarta, hlm. 59.

13  Kom�s� Hukum Nas�onal, 2010, “Desain 
Hukum Indonesia Kado 10 th Komisi 
Hukum Nasional”, Cetakan Pertama, 
KHN RI, Jakarta, hlm. 32. 
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Kejaksaan dalam hal �n� Jaksa, 
sela�n d�tuntut profess�onal dalam 
penanganan perkara d� b�dang 
perad�lan p�dana juga harus mampu 
bekerja sama dengan lembaga penegak 
hukum la�nnya,14 guna tercapa�nya 
tujuan pencegahan t�ndak p�dana 
korups�. Kerja sama antara Kejaksaan 
dengan penegak hukum la�nnya bukan 
hanya dengan p�hak KPK, Kepol�s�an 
dan p�hak Pengad�lan saja, mela�nkan 
dengan semua �nstans� pemer�ntahan 
yang ada d� pusat maupun d� daerah. 
Kejaksaan harus mampu bekerja sama 
dengan �nstans� pemer�ntahan dalam 
hal �n� p�hak eksekut�f ya�tu Pemer�ntah 
Daerah, karena Pemer�ntah Daerah 
adalah ujung tombak pembangunan 
d� daerah yang bersentuhan langsung 
dengan proyek-proyek pengadaan yang 
menggunakan APBN dan APBD.

Dar� sek�an banyak kasus 
korups�, sebag�an besar terjad� dalam 
hal pengelolaan APBN/APBD, 
seh�ngga modus korups� yang laz�mnya 
terjad� adalah saat proses pers�apan 
pengadaan sepert� tender, perh�tungan 
harga sementara dan la�n-la�n. Upaya 
pencegahan yang d�lakukan oleh 
Kejaksaan harusnya mampu masuk 
kedalam s�stem pengelolaan APBN/
APBD, seh�ngga Kejaksaan dapat 
berperan akt�f guna mengurang� n�at-
n�at para pejabat dalam melakukan 
korups�. Keakt�fan Kejaksaan �n� 
d�harapkan mampu mencegah 
14 Kom�s� Hukum Nas�onal, 2008, 

“Kebijakan Reformasi Hukum Suatu 
Rekomendasi 1 & 2”, Cetakan Kedua, 
KHN RI, Jakarta, hlm. 257

terjad�nya t�ndak p�dana korups�. 
Seh�ngga kejaksaan harus membuat 
sebuah strateg� prevent�f yang 
d�harapkan dapat mencegah terjad�nya 
korups� dengan cara mem�n�malkan 
atau bahkan mengh�langkan faktor-
faktor / peluang terjad�nya korups�  
dalam pengelolaan APBN/APBD 
serta men�ngkatkan upaya-upaya 
untuk mendeteks� peluang terjad�nya 
korups�.15 Upaya pendeteks�an awal 
�n�lah yang menjad� peran utama upaya 
prevent�f kejaksaan mencegah korups�. 
Sebaga�mana pendapat Maswad� Rauf 
seorang pengamat Pol�t�k Un�vers�tas 
�ndones�a mengatakan Kejaksaan juga 
berperan dalam memberantas korups� 
d�mana Kejaksaan k�n� semak�n 
�ntens�f dalam memberantas korups� 
ba�k d� pusat dan daerah. Men�ngkatnya 
k�nerja Kejaksaan dalam mengungkap 
kasus-kasus korups� sepert� saat �n� 
menjad� s�nyalemen pos�t�f. Kekuatan 
personel yang ada d� seluruh w�layah 
seba�knya d�manfaatkan dengan 
maks�mal dalam upaya pemberantasan 
korups�.16 

Menurut penul�s, untuk merespon 
ke�ng�nan masyarakat supaya korups� 

15  Petter Langseth, Ph. D, 1999, “Prevention: 
An Effective Tool to Reduce Corruption”, 
Un�ted  Nat�on  Off�ce For Drug Control 
And Cr�me Prevent�on (UN-ODCCP),  
“Global Programme Against  Corruption 
Conforences”, V�ena, hlm. 24.

16 Okezone, 2015, “Beban KPK Semakin 
Berat, Kejaksaan Harus Pro Aktif”, 
ava�lable from: URL: http://news.
okezone.com/read/2015/11/15/337/1249
665/beban-kpk-semak�n-berat-kejaksaan-
harus-pro-akt�f, d�akses pada tanggal 10 
Perbuar� 2017.
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berkurang d� Indones�a maka upaya 
pencegahan adalah hal yang leb�h 
pent�ng dar�pada upaya pen�ndakan. 
J�kalau Kejaksaan mampu mencegah 
terjad�nya korups� dengan masuk 
ke dalam s�stem dan terl�bat dalam 
s�stem pengelolaan keuangan Negara 
maka set�ap perencanaan penggunaan 
keuangan Negara akan dapat d�kontrol 
dan d�lakukan pemantauan seh�ngga 
Pengelolaan APBN/APBD tersebut 
sesua� dengan aturan hukum dan 
d�harapkan t�dak ada penyalahgunaan 
kewenangan oleh pejabat atau p�hak 
terka�t yang mengelola APBN/APBD.

3.2 Kebijakan Kejaksaan 
Mendukung Pencegahan 
Korupsi.
Produk regulat�f (Excekutive 

Acts17) atau keb�jakan sebuah lembaga 
merupakan t�ndakan ke pemer�ntahan 
yang t�dak membutuhkan persetujuan 
DPR karena dalam rangka menegakkan 
ketert�ban umum, seh�ngga keb�jakan 
harus d�pandang dar� tercapa�nya 
suatu tujuan dan kehendak yang 
d�tetapkan oleh suatu keb�jakan, ya�tu 
mel�ndung� kepent�ngan umum.18 
Pres�den Joko W�dodo selaku Kepala 
Pemer�ntahan telah  menerb�tkan 
Instruks� Pres�den Nomor 7 Tahun 
2015 Tentang Aks� Pencegahan dan 

17  J�mly Assh�dd�qq�e, 2006, Hukum Acara 
Pengujian Undang-Undang, Konst�tus� Press, 
Jakarta, hlm. 39.

18 D�an Puj� N. S�matupang, 2011, Paradoks 
Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup 
Keuangan Negara Dan Implikasinya 
Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, 
Badan Penerb�t FHUI, Jakarta, hlm. 298-299.

Pemberantasan Korups� pada tanggal 
6 Me� 2015, d�mana Kementer�an 
PPN/BAPPENAS menjad� tuan 
rumah peluncuran Instruks� Pres�den 
(Inpres) Republ�k Indones�a Nomor 7 
Tahun 2015 Tentang Aks� Pencegahan 
dan Pemberantasan Korups� Tahun 
2015 pada har� Selasa tanggal 26 Me� 
2015.19 Inpres yang d�tujukan kepada 
Kementer�an atau Lembaga serta 
Pemer�ntah Daerah �tu d�maksudkan 
untuk memaks�malkan pelayanan 
kepada masyarakat dan membenteng� 
keb�jakan dar� t�ndak p�dana korups�.

Sebaga�mana Instruks� Pres�den 
Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aks� 
Pencegahan dan Pemberantasan 
Korups� Tahun 2015 yang bertujuan 
untuk mencegah terjad�nya t�ndak 
p�dana korups� pada Instans� 
Pemer�ntah20 maka Kejaksaan RI 
dalam hal �n� telah men�ndaklanjut� 
dengan membentuk T�m Pengawal 
dan Pengaman Pemer�ntahan dan 
Pembangunan (TP4) yang berdasarkan 
pada Keputusan Jaksa Agung RI 
Nomor : Kep-152/A/JA/10/2015 
Tentang Pembentukan T�m Pengawal 
dan Pengaman Pemer�ntahan dan 
Pembangunan Kejaksaan RI tertanggal 
1 Oktober 2015,  yang terd�r� dar� 
TP4 Pusat (TP4P) berkedudukan d� 

19 Kementr�an PPN/Bapenas, 2015 “Presiden 
Joko Widodo Terbitkan Instruksi Presiden 
Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi 
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”, 
ava�lable from: URL: http://www.bappenas.
go.�d/�d/ber�ta-dan-s�aran-pers/pres�den-joko-
w�dodo-terb�tkan-�nstruks�-pres�den-nomor-
7-tahun 2105-tentang-aks�-pencegahan-dan-
pemberantasan-korups�, d�akses pada tanggal 
10 Pebruar� 2017

20  Ibid.
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Kejaksaan Agung RI, TP4 Daerah 
(TP4D) yang berkedudukan mas�ng-
mas�ng d� Kejaksaan T�ngg� dan 
Kejaksaan Neger�. Pembentukan 
TP4P/TP4D merupakan bentuk respon 
Kejaksaan (dalam upaya prevent�f/
pencegahan) untuk mengawal 
pengelolaan APBN/APBD seh�ngga 
tepat sasaran. T�m tersebut nant�nya 
bertugas member�kan penerangan 
dan pendamp�ngan hukum, termasuk 
bersama-sama melakukan mon�tor�ng 
dan evaluas� pelaksanaan pekerjaan 
dan program pembangunan seh�ngga 
penyerapan anggaran APBN/APBD 
terlaksana dengan maks�mal. 

Dalam hal me mon�tor�ng dan 
mengevaluas� pelaksanaan pekerjaan, 
d� s�n�lah b�dang �ntel�jen serta b�dang 
perdata dan tata usaha Negara (Datun) 
d� Kejaksaan  berperan utama yang 
d�harapkan menjad� ujung tombak 
berkurangnya korups� d� Indones�a, 
d�mana kedua b�dang �n� dapat 
berkolaboras� melakukan pendekatan 
prevent�f dan edukat�f sela�n t�ndakan 
repres�f yang d�lakukan b�dang T�ndak 
P�dana Khusus (P�dsus) Kejaksaan. 
Untuk d� daerah, TP4D harus berperan 
akt�f melakukan komun�kas� dengan 
Pemer�ntah Daerah setempat seh�ngga 
set�ap pengelolaan keuangan nagara 
(penyerapan anggaran) terka�t 
pembangunan �nsprastruktur d� daerah 
dapat d�pantau guna dapat mencegah 
bahkan mengh�langkan peluang 
korups� bag� pejabat d� daerah.

Hanya saja Pembentukan 
TP4D t�dak serta merta dapat 

memaksa Pemer�ntah Daerah untuk 
memanfaatkan T�m Bentukan 
Kejaksaan �n�, karena t�dak ada 
keharusan bag� Pemer�ntah Daerah 
untuk mel�batkan TP4D dalam 
set�ap penggunaan anggaran oleh 
Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD). Pemer�ntah Daerah dapat 
memanfaatkan TP4D j�ka SKPD 
berke�ng�nan dan dapat juga t�dak 
memanfaatkan TP4D j�ka mereka 
merasa t�dak perlu. Ket�dakwaj�ban 
SKPD mel�batkan TP4D dalam set�ap 
penggunaan anggaran tentu saja mas�h 
membuka peluang korups� atau dapat 
mengurang� upaya pencegahan korups�. 
Seorang pejabat SKPD yang dar� awal 
�ng�n atau mempunya� n�at korups� 
mas�h mendapatkan kesempatan untuk 
melakukan korups�, dalam art�an 
TP4D yang d�bentuk mas�ng-mas�ng 
Kejaksaan T�ngg� dan Kejaksaan 
Neger� berdasarkan Keputusan Jaksa 
Agung RI Nomor : Kep-152/A /JA/ 
10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 mas�h 
mem�l�k� kelemahan karena bers�fat 
t�dak meng�kat SKPD / Pemer�ntah 
Daerah.

Untuk profes�onal�tas Kejaksaan 
dalam mengawal penyerapan anggaran 
d� set�ap SKPD, maka Kejaksaan 
Agung dapat k�ranya mengusulkan 
kepada DPR RI selaku badan 
leg�slas� yang mana set�ap tugas dan 
fungs� TP4 t�ngkat Pusat maupun 
Daerah d�masukkan menjad� tugas 
tambahan Jaksa dalam rev�s� UU 
Kejaksaan. Dengan masuknya tugas 
dan fungs� TP4 dalam Perundang-
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undangan maka, t�dak ada alasan 
bag� Pemer�ntah Daerah untuk t�dak 
mel�batkan Kejaksaan dalam set�ap 
mon�tor�ng dan evaluas� pelaksanaan 
pekerjaan dan program pembangunan, 
seh�ngga akan menutup peluang 
SKPD yang mengelola APBN/APBD 
untuk melakukan penyalahgunaan 
wewenang guna melakukan korups�.

Anggota Dewan harusnya 
dapat merespon dengan cepat dengan 
adanya TP4P dan TP4D bentukan 
pemer�ntahan Joko W�dodo. Pol�t�k 
hukum DPR RI harusnya mendukung 
usaha Pres�den untuk menutup keran-
keran korups� dengan mengundangkan 
atau memasukkan tugas dan fungs� 
TP4D kedalam peraturan perundang-
undangan seh�ngga DPR RI mem�l�k� 
semangat yang sama dengan 
ke�ng�nan masyarakat Indones�a ya�tu 
memberantas Korups� d� Indones�a. 
Bentuk respon sepert� tersebut d�atas 
d�harapkan d�m�l�k� oleh DPR RI 
yang sesua� dengan semangat Hukum 
Respons�f dengan mengutamakan 
upaya-upaya prevent�f (pencegahan). 

Dengan memasukkan tugas 
dan fungs� TP4D kedalam peraturan 
perundang-undangan maka secara 
langsung DPR juga membantu 
mencegah terjad�nya korups� dengan 
upaya memasukkan peran Jaksa ke 
dalam s�stem pengelolaan keuangan 
Negara. D�mana Jaksa mempunya� 
tugas tambahan mengawal Pengelolaan 
Keuangan Negara dengan melakukan 
mon�tor�ng dan evaluas� pelaksanaan 
pekerjaan dan program pembangunan 

d� set�ap SKPD. Karena produk 
DPR RI adalah bers�fat pol�t�s dalam 
pembentukan peraturan perundang-
undangan yang belum tentu upaya 
pencegahan terhadap korups� d� 
setuju� oleh anggota Dewan,21 maka 
menurut penul�s upaya prevent�f la�n 
yang dapat d�lakukan oleh pres�den 
adalah melakukan perubahan terhadap 
Peraturan Pres�den RI No. 4 Tahun 
2015 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Pres�den Nomor 54 Tahun 
2010 Tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemer�ntah. Perubahan yang 
penul�s maksudkan adalah dengan 
menambahkan ketentuan dalam pasal 
17 Ayat (2) huruf g po�nt 5 dan huruf 
h po�nt 4, dengan mewaj�bkan kepada 
Kepala Un�t Layanan Pengadaan (ULP) 
dan Pejabat Pengadaan untuk membuat 
laporan berkelanjutan mengena� proses 
Pengadaan yang d�tembuskan juga 
kepada Kejaksaan d� Daerah setempat. 
Tujuan laporan tembusan tersebut 
adalah untuk mendukung Instruks� 
Pres�den Nomor 7 Tahun 2015 Tentang 
Aks� Pencegahan dan Pemberantasan 
Korups� Tahun 2015.

Dengan adanya kewaj�ban set�ap 
SKPD (Kepala ULP dan Pejabat 
Pengadaan) melaporkan set�ap t�ndakan 
pengadaan barang / jasa kepada 
Kejaksaan ba�k dar� tahap perencanaan 
h�ngga pelaksanaannya maka secara 
langsung Kejaksaan dapat memantau 
proses pengelolaan Keuangan Negara. 
Seh�ngga antara TP4D bentukan 
21  Moh. Mahfud M.D, 2010, Politik Hukum di 

Indonesia (Edisi Revisi), PT. Raja Graf�ndo 
Persada, Jakarta, hlm. 7.
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Kejaksaan dapat s�nerg� dengan 
kewaj�ban dar� SKPD untuk membuat 
laporan, dalam hal �n� kalaupun SKPD 
t�dak menggunakan/ t�dak mem�nta 
pert�mbangan TP4D dalam pengadaan 
barang/jasa, akan tetap� ada kewaj�ban 
mereka melaporkan set�ap proses 
pengadaan barang dan jasa, secara 
t�dak langsung SKPD akan terawas� 
dan sed�k�t t�daknya mengurang� 
n�at mereka yang akan korups� dan 
secara t�dak langsung kejaksaan juga 
terl�bat akt�f dalam s�stem pengelolaan 
keuangan nagara oleh SKPD. Dengan 
masuk kedalam s�stem berart� jaksa 
berperan akt�f dalam mencegah 
terjad�nya t�ndak p�dana korups�, d� 
s�n� baru penul�s mel�hat kalau peran 
Jaksa adalah sebaga� “Imun Ant� 
Korups�”.

Upaya prevent�f Kejaksaan 
dengan membentuk TP4P dan TP4D 
tentu t�dak lepas dar� permasalahan 
yang t�mbul kemud�an. Salah satu 
hambatan adalah TP4P dan TP4D 
adalah T�m bentukan baru yang t�dak 
mem�l�k� anggaran untuk pelaksanaan 
keg�atan ba�k d� pusat maupun d� daerah. 
Seh�ngga keg�atan TP4 seakan akan 
menjad� pas�f bahkan hanya sekedar 
s�mbol upaya pemberantasan korups�. 
Sela�n �tu belum adanya Peraturan 
Pelaksana / SOP yang mendukung 
k�nerja T�m Pengawal dan Pengaman 
Pemer�ntahan dan Pembangunan 
(TP4), seh�ngga Jaksa yang bertugas 
dalam TP4 akan ragu-ragu dalam 
mengamb�l sebuah keb�jakan atau 
t�ndakan terka�t pendamp�ngan atau 

pert�mbangan hukum yang d�lakukan 
pada saat tahap perencanaan dan 
pelaksanaan suatu pengadaan. 
D�s�s� la�n ada ketakutan Jaksa TP4 
dalam member�kan pert�mbangan 
d�karenakan kalau setelah d�ber�kan 
pert�mbangan hukum dan nant�nya 
d�temukan �nd�kas� korups� dalam 
pengadaan yang d�sebabkan 
penyalahgunaan wewenang p�hak la�n, 
maka jaksa yang bersangkutan merasa 
terbeban� �kut bertanggung jawab 
terhadap pengadaan yang �a tangan� 
saat pendamp�ngan dalam member�kan 
pert�mbangan hukum.

Terlepas dar� semua hambatan 
yang ada d�hadap�, Kejaksaan menjad� 
ujung tombak dalam pencegahan 
terjad�nya t�ndak p�dana korups�. 
Dengan adanya TP4P dan TP4D 
d�harapkan peran b�dang Intel�jen 
Kejaksaan dan peran b�dang Perdata 
dan Tata Usaha Negara (Datun) 
Kejaksaan menjad� ujung tombak 
pencegahan korups�, sela�n b�dang 
T�ndak P�dana Khusus (P�dsus) 
Kejaksaan yang merupakan ujung 
tombak upaya pen�ndakan (repres�f) 
pemberantasan korups�. Semua 
d�harapkan dapat bekerja sama secara 
bers�nerg� guna mendukung keb�jakan 
pemer�ntah tentang Aks� Pencegahan 
dan Pemberantasan Korups�. Sela�n 
�tu Kejaksaan juga d�tuntut leb�h 
profess�onal khusus jaksa-jaksa yang 
bertugas dalam TP4P dan TP4D 
d�harapkan sangat memaham� segala 
bentuk pengelolaan APBN/APBD 
dar� tahapan perencanaan, pengadaan 
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h�ngga ke tahap serah ter�ma. Jaksa-
jaksa harus mampu member�kan 
pert�mbangan hukum d� set�ap tahapan 
pengadaan.      
IV.  KESIMPULAN

Berdasarkan yang telah d�ura�kan 
sebelumnya, maka dapat d�tar�k 
beberapa kes�mpulan ya�tu :
1. Merespon ke�ng�nan masyarakat 

supaya korups� berkurang 
d� Indones�a maka upaya 
pencegahan adalah yang leb�h 
pent�ng d�lakukan Kejaksaan 
dar�pada upaya pen�ndakan, 
karena j�ka Kejaksaan mampu 
mencegah terjad�nya korups� 
dengan masuk ke dalam s�stem 
dan terl�bat dalam s�stem 
pengelolaan APBN/APBD 
maka set�ap perencanaan 
Pengelolaan APBN/APBD 
akan dapat d�kontrol dan 
d�lakukan pemantauan, 
seh�ngga d�harapkan t�dak ada 
penyalahgunaan kewenangan 
oleh pejabat atau p�hak terka�t 
yang mengelola APBN/APBD.

2. Kejaksaan RI telah merespon 
secara akt�f keb�jakan pemer�ntah 
dalam upaya Aks� Pencegahan dan 
Pemberantasan Korups� dengan 
membentuk T�m Pengawal dan 
Pengaman Pemer�ntahan dan 
Pembangunan (TP4) d� t�ngkat 
Pusat (TP4P) maupun d� T�ngkat 
Daerah (TP4D). Pembentukan 
T�m Pengawal dan Pengaman 
Pemer�ntahan dan Pembangunan 
(TP4) merupakan bentuk 

respon Kejaksaan RI (bertujuan 
prevent�f/pencegahan) untuk 
mengawal pengelolaan APBN/
APBD seh�ngga tepat sasaran.
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